BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Perkawinan di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia,
tidak dikategorikan sebagai perkawinan menurut ketentuan KUHP.
Perkawinan di bawah tangan, dianggap sah secara agama dan kepercayaan
karena memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.
Namun, perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah
sehingga tidak berkekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan
Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di bawah tangan
memenuhi syarat-syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat
formil. Hal ini berimplikasi pada tidak diakuinya perkawinan menurut
hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan di bawah
tangan tidak tergolong makna perkawinan menurut ketentuan Pasal 279
Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP, yang artinya Pasal 279 Ayat (1) Butir Ke-1
KUHP tidak dapat diterapkan kepada pelaku perkawinan di bawah tangan
tanpa izin istri pertama.

2. Pasal yang tepat untuk diterapkan pada pelaku perkawinan di bawah
tangan tanpa adanya izin dari istri pertama, padahal diketahui bahwa pada
perkawinan terdahulunya itu adalah sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir
Ke-1 KUHP. Hukum menganggap perkawinan di bawah tangan tanpa
adanya izin dari istri pada perkawinan terdahulunya yang sah sebagai
suatu perzinahan karena perkawinan tersebut meskipun sah menurut
hukum agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Ada keadilan yang ingin
dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum, melindungi kaum
perempuan yang telah berkeluarga dari kesewenang-wenangan pihak
suami, begitu juga sebaliknya.
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5.2 Saran
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 Ayat (1)
Butir Ke-1 KUHP, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti
dalam melakukan penuntutan hukum, dan memahami maksud dari setiap
unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa agar tidak lagi
terjadi kesalahan di dalam penerapan pasal yang akan dituntutkan kepada
terdakwa;

2. Pasal yang tepat untuk diterapkan pada perkawinan di bawah tangan tanpa
adanya izin dari istri pertama pada perkawinan terdahulunya yang telah
sah, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Butir Ke-1 KUHP.
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